
BUPATI TAKALAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TAKALAR 
NOMOR 53 TAHUN 2021 

TENTANG 

P E N Y E L E N G A R A A N INOVASI D A E R A H 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAKALAR, 

M e n i m b a n g : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja diatur bahwa dalam rangka peningkatan 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah 
daerah dapat melakukan inovasi; 

b. bahwa perlunya landasan pelaksanaan inovasi pemerintah 
daerah dan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas 
pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan daya 
saing Daerah; 

c. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dengan sasarsin inovasi daerah 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan 
Inovasi Daerah. 

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I di Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undamg Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6389); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6379); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6123); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di 
Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
206). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG PENYELENGGARAAN 
INOVASI DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PASAL 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar. 
4. Bupati adalah Bupati Takalar. ^ „ „ r ^ . . 
5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu BupaU dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 



6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 

7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang 
membidangi Penelitian dan Pengembangan. 

9. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang 
merupakan gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/modifikasi 
yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau j a sa 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 

11. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk 
melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide 
baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara 
keseluruhan. 

12. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses 
penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi 
setempat tanpa menghilangkan meuifaat serta menghasilkan inovasi yang 
lebih baik dari aslinya. 

BAB 11 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

MAKSUD 

Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk mewujudkan Takalar yang lebih 
adaptif, inovatif dan kolaboratif. 

Pasal 3 

TUJUAN 

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk: 
a. meningkatkan komitmen inovasi dari Pimpinan Pergmgkat Daerah; 
b. meningkatkan motivasi inovasi pelayanan publik; 
c. meningkatkan pengembangan inovasi pelayanan publik; 
d. meningkatkan upaya edukasi dan literasi; 
e. meningkatkam kualitas pelayanan publik; 
f. meningkatkan daya saing Daerah. 

BAB I I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu: 
a. bentuk dan kriteria inovasi daerah; 
b. pengusulan; 
c. penetapan; 



d. uji Coba Inovasi Daerah; 
e. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi Daerah; 
f. diseminasi dan Pemanfaatan inovasi Daerah; 
g. pendanaan; 
h. keijasama; 
i . pembinaan dan pengawasan; 
j . penutup. 

BAB IV 

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH 

Bagian Kesatu 

Bentuk Inovasi Daerah 

Pasal 5 

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dapat berbentuk: 
a. inovasi tata kelola pemerintahan Daerah; 
b. inovasi pelayanan publik; 
c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Pasal 6 

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan 
Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen 
dan pengelolaan unsur manajemen. 

Pasal 7 

(1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi: 
a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; 
b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. 

(3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pelayanan barang publik; 
b. pelayanan j asa publik; dan 
c. pelayanan administrasi. 

Pasal8 

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 

Kriteria Inovasi Daerah 

Pasal 9 

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria: 
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dan inovasi; 
b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; 



c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada 
masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 
e. dapat direplikasi. 

BAB V 

PENGUSULAN 

Pasal 10 

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: 
a. bupati; 
b. anggota DPRD; 
c. aparatur sipil negara; 
d. perangkat Daerah; 
e. badan usaha milik daerah; 
f. kepala desa; 
g. masyarakat. 

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal 
Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. bentuk Inovasi Daerah; 
b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan 

dilakukan; 
c. tujuan Inovasi Daerah; 
d. manfaat yang diperoleh; 
e. waktu uji coba Inovasi Daerah; 
f. anggaran j i k a diperlukan. 

(3) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan satu atau lebih inovasi untuk 
setiap tahun. 

Pasal 11 

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu 
oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati 

(2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak 
atau tidak layak dalam rapat paripuma DPRD sesuai Tata Tertib DPRD 
dan disampaikan kepada Bupati dan dilakukan verifikasi kesesuaian 
proposal oleh perangkat daerah yang membidangi penelitan dan 
pengembangan. 

(3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan 
kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan 
proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis, selanjutnya 
dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitan dan 
pengembangan dan menyampaikan kepada Bupati. 

(4] Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalemi Pasal 10 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat 
Daerah yang membidangi penelitan dan pengembangan yang disertai 
dengan proposal Inovasi Daerah selanjutnya dievaluasi dan disampaikan 
kepada Bupati. 

(5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan 



kepada Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah disertai dengan proposal 
Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis selanjutnya dievaluasi 
oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitan dan pengembangan 
dan menyampaikan kepada Bupati. 

(6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat 
Daerah yang membidangi penelitan dan pengembangan yang disertai 
dengan proposal Inovasi Daerah selanjutnya dievaluasi dan disampaikan 
kepada Bupati. 

(7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h disertai dengan proposal 
Inovasi Daerah selanjutnya dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi penelitan dan pengembangan dan menyampaikan kepada 
Bupati. 

Pasal 12 

Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat 
melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi dalam melakukan 
evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai 
Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi daerah yang dilakukan paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja. 

BAB V I 

PENETAPAN 

Pasal 13 

(1] Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai 
dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan 
melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. 

(2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, di lakukan 

setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Pihak yang ditunjuk oleh 
Bupati; 

b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, 
dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripuma sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; 

c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat 
Daerah, BUMD, Kepala Desa dan anggota masyarakat, di lakukan 
setelah evaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi penelitian dan pengembangan. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat: 
a. perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah; 
b. bentuk Inovasi Daerah; 
c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan 

dilakukan; 
d. tujuan Inovasi Daerah; 
e. manfaat yang diperoleh; 
f. waktu uji coba Inovasi Daerah; 
g. anggaran j i ka diperlukan. 

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar 
untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. 



U J I COBA INOVASI DAERAH 

Pasal 14 

D^da 5̂ ^̂ ^̂ ^ pada ayat (1) dSkukan 
paaa l̂ erangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah 
sebagai laboratorium uji coba. 

(3] Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana 
pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat 
menerapkan tata laksana yang berbeda, kecuali terhadap hal yang dapat 
membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta 
lingkungan. 

(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala 
pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang 
membidangi penelitian dan pengembangan. 

Pasal 15 

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh 
pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan 
setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. 

(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan 
penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi 
Daerah yang diinginkan. 

(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi 
Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan 
melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian 
dan pengembangan. 

(4) Pen^ent ian uji coba sebagsdmana dimaksud pada ayat (3) di lakukan atas 
persetujuan Bupati. 

Pasal 16 

(1] Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh 
tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang 
membidangi penehtian dan pengembangan. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan 
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji 
coba Inovasi Daerah. 

(3] Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati. 

Pasal 17 

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada 
masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelen^araan Pemerintahan 
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan 
tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah. 



BAB VIII 

PENERAPAN, PENILAIAN DAN 

PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH 

Bagian Kesatu 

Penerapan 

Pasal 18 

(1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 atau tan pa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan: 
a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang 

mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada 
masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan 
belanja daerah; 

b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan 
dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak 
mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada 
masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

(3) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah 
Daerah dan tidaJc dapat dikomersialisaskan. 

(4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling 
lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada ditetapkan. 

Bagian Kedua 

Penilaian 

Pasal 19 

Penilaian terhadap pengembangan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria: 
a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan 
daya saing daerah; 

b. dapat diterapkan dan direplikasi oleh Perangkat Daerah, dunia usaha 
dan/atau masyarakat dan Daerah lain. 

Pasal 20 

(1] Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan 
pengembangan melaJcukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan 
Usaha Milik Daerah, kepala desa, masyarakat dan/atau perguruan tinggi 
yang menyelenggarakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan hasil 
inovasi. 

(2] Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan. 

Bagian Ketiga 

Penghargaan 

Pasal 21 

(1) Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi daerah yang telah 
diterapkan berdasarkan laporan dari Bappelitbangda. 



(2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan /atau 
insentif kepada inovator. 

BAB IX 

DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH 

Pasal 22 

(1} Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan 
pengembangan untuk melakukan diseminasi penyebaran Inovasi Daerah. 

(2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 
cara: 
a. seminar; 
b. workshop; 
c. simposium; 
d. lokakaiya; 
e. penerbitan buletin; 
f. j u m a l ilmiah; 
g. publikasi media massa; 
h. pameran. 

Pasal 23 

Inovasi Daerah yang telah berhasil dapat diterapkan dan direflikasi di Daerah 
maupun di Daerah lain setelah didiseminasikan. 

B A B X 

PENDANAAN 

Pasal 24 

(1] Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada pasal 13 dan pasal 18 dituangkan dalam rencana kerja 
Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dianggarkan 
pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi 
Daerah. 

(3) Kegiatan inovasi daerah yang dinyatakan tidak berhasil maka alokasi 
anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

BAB X I 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 25 

(1] Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi 
Daerah yang meliputi: 

a. fasilitasi; 
b. advokasi; 
c. asistensi; 
d. supervisi; dan 
e. edukasi. 



(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Perangkat 
Daerah yang memlaidangi penelitian dan pengembangsin sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB X I I 

KERJASAMA 

Pasal 26 

(1) Pemenntah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan 
Inovasi Daerah. 

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB X I I I 

INFORMASI INOVASI DAERAH 

Pasal 27 

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Inovasi Daerah yang 
dikelola oleh Bappelitbangda. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar. 

Ditetapkan di Takalar 
pada tanggai 

B U P A T I T A K A L A R , 

S Y X M S A R I 

Diundangkan di Takalar 
pad^ tanjggal 

S E k R E T k R I S DAERAH KABUPATEN TAKALAR, 

MU HASBI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 53. 
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